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Abstract
At the time Government face the deficit of budget to develop infrastructure (1980’s),
Government invite Private Sector to accelerate infrastructure development including toll
road. The concept of such development is public private partnership (PPP) where the
Government provide and also as the owner of the land, and the Private Sector should build
the toll road infrastructure under contract model which we call it build operate transfer
(BOT). The question arising in this problem are, is such infrastructure which build by Private
Sector is private goods or public goods, and what is legal status of such land which owned by
Government against the infrastructure. We should review such regulation for infrastructure
development provided by Private Sector according to private goods conception.
Keywords: land, toll road infrastructure, public goods, private goods.
A. Pendahuluan
Pemikiran ini timbul dari penelitian tentang penerapan konsep model kontrak build
operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan
dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia
setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/
2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No.
13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun
berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) sepanjang 131,35 Km yang jauh lebih kecil
dibandingkan total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 13/1980 (1978-2004) yaitu
1 Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
2sepanjang 610,62 Km. Data terakhir jumlah jalan tol yang sudah beroperasi adalah sejumlah
28 Ruas Jalan Tol dengan total panjang 741.92 Km.2
Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,3 kemudian juga
disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.4
Dalam konteks ini maka semua infrastruktur termasuk jalan tol adalah public goods.
Sebagai public goods, Negara harus memainkan peran,5 Negara bisa memiliki hak istimewa
(preempt) atas semua bidang, mendominasi, atau secara damai berdampingan dengan pelaku-
pelaku lainnya, bekerja secara aktif dalam suatu model kerjasama (collaborative atau
competitive), atau berganti administrasi dan inisiatif kebijakan,6 dalam konteks public
property dalam hal ini adalah tanah, bangunan, atau benda-benda bergerak yang dimiliki Negara,
tersedia secara cuma-cuma (available for free use) apabila seseorang masuk dan
menggunakannya tanpa hambatan yang nyata,7 dalam konteks organisasi industrial, perusahaan
publik (public enterprise) yang merupakan badan-badan usaha milik Pemerintah (government
enterprises) merupakan suatu perusahaan yang secara konvensional menjadi memonopoli pasar
(natural monopoly) atas public goods,8 dan terakhir adalah public goods tidak terlepas dari
subsidi, yang merupakan pembayaran oleh publik atas public goods yang berasal dari pendapatan
pajak Pemerintah.9
2http://www.bpjt.net/main.php?stateid=normal&parentid=3&pageid=6&strlang=id, diakses tanggal 11
Februari 20143 UUD 1945 Pasal 33 ayat (2).
4 Ibid, Pasal 33 ayat (3).
5 E.R. Yescombe,2007, Public Private Partnerships: Principles of Policy and Finance, 1st Edition, Oxford:
Elsevier Ltd., hlm. 2.
6 Kamerman, Sheila B., and Kahn, Alfred J., ed., 1989, Privatization and the Welfare State. New Jersey:
Princeton University Press, hlm.67-68.
7 Shavell, Steven, 2004, Foundation of Economic Analysis of Law. Cambridge: The Belknap Press of Harvard
University Press, hlm.110-111.
8 Shepherd, William G., 1990, The Economics of Industrial Organization. Third Edition. New Jersey: Prentice
Hall, hlm.14.9 Ibid, 513.
3Infrastruktur termasuk jalan tol dalam konteks bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara ini berdampak pada tanah untuk infrastruktur
termasuk jalan tol dikuasai oleh Negara. Dalam penelitian yang dilakukan di Kementerian
PU,10 tanah untuk jalan tol adalah barang milik Negara dalam bentuk Hak Pakai (HP).11
Tanah HP ini perlu mendapatkan pengkajian lebih mendalam dan serius bagi pihak-pihak
yang terkait sehubungan dengan trend dan tuntutan jaman globalisasi, mengingat sifat dan
karakteristik HP yang menurut hukum tanah nasional kita memungkinkan aspek pemilikan
bagi pihak asing.12
HP tersebut dalam pengadaannya diproses oleh Direktorat Bina Marga Kementerian
PU, namun sertfikatnya adalah milik Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang milik
Negara,13 dan dikuasakan pada pejabat instansi pengguna barang milik Negara.14
Pemanfaatan barang milik Negara tersebut harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian negara/ lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan
bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan barang
milik Negara.15
Dalam membangun konstruksi jalan tol, tanah sebagai barang milik Negara tersebut,
diserahkan kepada investor pemenang tender untuk membangun konstruksi jalan tol dalam
suatu berita acara serah terima tanah yang dibuat antara investor dan Direktorat Bina Marga
10 Wawancara dengan Bu Yuli, Bagian Perundang-undangan 1, Biro Hukum Kementerian PU, tanggal 12
Agustus 2010.
11 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah, LNRI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan LNRI Nomor 4609 (PP No. 6/2006), dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,
Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, tanggal 4 September 2007 (Permen No. 96/PMK/2007).12 Hutagalung, Arie Sukanti. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga
Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005, 104
13 Peraturan Menteri No. 96/PMK/2007, Pasal 3 ayat 1.
14 Ibid, Pasal 3 ayat 4.
15 Ibid, Pasal 5. Dalam penelitian di Kementerian PU, tanggal 12 Agustus 2010 (wawancara dengan Bu Yuli,
Bagian Perundang-undangan 1), khusus untuk tanah pembangunan jalan tol belum dilakukan sertifikat Hak
Pakai (HP), bahkan untuk jalan tol yang sudah beroperasi sejak tahun 1990 seperti jalan tol yang dikelola PT
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Permasalahan ini menimbulkan kondisi dimana dalam kasus-kasus
gugatan tanah Pemerintah sering dikalahkan. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.
4Kementerian PU, dan pada akhir penyelesaian konstruksi tanah tersebut dikembalikan lagi
kepada Direktorat Bina Marga Kementerian PU sebagai pemegang kuasa barang milik
Negara dalam suatu berita acara serah terima tanah.16 Berdasarkan hal ini, penggunaan tanah
untuk membangun jalan tol hanya didasarkan pada kewenangan dalam hak konsesi dan berita
acara serah terima lahan. Investor tidak mendapatkan hak-hak atas tanah,17 atas pembangunan
jalan tol dan fasilitas-fasilitas lain dalam pengelolaan jalan tol.
Dalam konteks infrastruktur jalan tol sebagai public goods, maka dalam hal pembangunan
infrastruktur jalan tol tersebut menggunakan skema kontrak BOT, Penulis berpendapat, dengan
mengacu pada Pasal 499 KUHPerdata, bahwa infrastruktur jalan tol terdiri dari bangunan fisik
jalan tol itu sendiri (sebagai barang) dan hak-hak yang melekat (hak pendapatan tol selama masa
konsesi dan HP di atas Hak Pengelolaan atau HPL).18 Mengacu pada Pasal 570 KUHPerdata,
bangunan jalan tol itu sendiri (sebagai barang) tidak dapat dijadikan hak milik pribadi, dengan
demikian bangunan jalan tol adalah milik umum (Negara) atau public goods. Namun, hak-hak
yang melekat (hak pendapatan tol selama masa konsesi dan HP di atas HPL) dapat dijadikan
milik pribadi selama masa konsesi.19
Dalam melihat kedudukan tanah dalam pembangunan infrastruktur khsusnya jalan tol
dapat kita analisis berdasarkan teori-teori yang dapat menjadi acuan analisis pembuatan UU
No. 38/ 2004 hukum tersebut. Analisis ini dapat dikaji dengan teori public goods dan private
goods. Andrew Light membedakan istilah antara pure public goods dan publicly provided
16 Penelitian di Kementerian PU, tanggal 12 Agustus 2010 (wawancara dengan Bu Yuli, Bagian Perundang-
undangan 1).
17 Santoso, Urip., 2009, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, cetakan ke-5, Jakarta: Kencana,hlm. 89-90.
Santoso menjelaskan bahwa, hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA tidak
bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak kemungkinan
lahirnya hak atas tanah baru yan diatur secara khusus dengan undang-undang. Dari segi asal tanahnya, hak atas
tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: (1) hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang
berasal dari tanah negara (macamnya adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara,
hak pakai atas tanah negara), (2) hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang berasal dari
tanah pihak lain (macamnya adalah: hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas
tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk
bangunan, hak gadai/ gadai tanah, hak usaha bagi hasil/ perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa
tanah pertanian.
18 Pasal 499 KUHPerdata.
19 Pasal 570 KUHPerdata.
5goods. Istilah publicly provided goods dikatakan sebagai barang dan jasa yang tidak boleh
diperdagangkan sebagai komoditas sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu kebijakan publik.
Pemerintah menyediakan secara sama untuk semua masyarakat (contohnya: polisi, pemadam
kebakaran). Sedangkan istilah pure public goods atau public goods adalah istilah teknis
dimana barang dan jasa adalah “non-rival” (penggunaan barang dan jasa oleh seseorang tidak
membatasi yang lain) dan “non-excludable” (penggunaa barang dan jasa tidak hanya untuk
sekelompok orang dan mengecualikan yang lain).20 Public goods dengan demikian menurut
Milton Fisk adalah ancaman bagi usaha neo-liberal untuk menjamin keuntungan dimana
public goods menggunakan cara-cara: (1) opposition to privatization, (2) limiting mobility of
capital, (3) blocking competitiveness, dan (4) displacing financial control.21
Istilah private goods, Penulis mencoba menarik pendapat Anatole Anton yang
mengatakan bahwa: “the essence of private property is the right to effectively exclude others
from what belongs to you”.22 Pemahaham private dalam private goods, Virginia Woolf pada
tahun 1929 telah menyatakan suatu kalimat ”a room of one’s own” untuk menjelaskan bahwa
seseorang diberi hak atas suatu ruang untuk membangun kapasitasnya dan mengejar tujuan
mereka. Idenya adalah bahwa individu diberi hak domain swasta, kebal dari campur tangan
politik, masuk kedalam politik, ekonomi dan budaya modern.23
20 Anatole Anton, et al., 2000, Not for Sale: In Defense of Public Goods, Oxford: Westview Press. Dalam tulisan
Andrew Light “Public Goods, Future Generations, and Environmental Quality”, hlm. 212. Anatole Anton
kemudian dalam tulisannya “Public Goods as Commonstock: Notes on the Receding Commons”, hlm.12,
meyebutkan public goods sebagai commonstock yang artinya dia bisa bersifat komoditi atau tidak, bisa
diswastanisasi atau tidak. Sebagai contoh, tanah Negara (the virgin land in the position of nation) dapat
dianggap sebagai public goods sebelum ditetapkan sebagai milik pribadi (private owners).21 Ibid. hlm. 49. Dalam tulisan Milton Fisk “The Battle for Public Goods”.22 Ibid. hlm. 8. Dalam tulisan Anatole Anton “Public Goods as Commonstock”.
23 Maurizio Passerin D’Entreves and Vogel, Ursula.,2000, Public and Private: Legal, Political and
Philosophical Perspective, London: Routledge, hlm. 93-113. Mengutip tulisan Christine Sypnowich, “The
Civility of Law: between public and private”. Dalam hal ini lembaga-lembaga hukum melindungi privacy
dengan membentuk aturan hukum (rule of law) yang ideal. Aturan hukum itu mengacu pada ide dimana hukum
harus sesuai dengan persyaratan prosedural tertentu sehingga individu dimungkinkan untuk mematuhinya.
Sistem hukum juga secara internal konsisten sehingga hukum-hukum khusus tersebut tidak bertentangan satu
sama lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa tidak ada privacy tanpa aturan hukum (hlm. 98-99).
Memasyarakatkan aturan hukum menjaga publik dan privat pada tempatnya, dan memisahkan satu sama lain
(hlm. 113).
6Dari permasalahan pembangunan infrastruktur jalan tol yang dibangun oleh investor
swasta, menjadi pertanyaan adalah apakah infrastruktur jalan tol yang dibangun oleh investor
swasta berdasarkan UU No. 38/ 2004 adalah private goods atau public goods dan bagaimana
seharusnya kedudukan tanah tersebut dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur jalan
tol berdasarkan UU No. 38/ 2004 dibangun dengan konsep BOT yang merupakan konsep
hukum asing yang ditransplantasikan. Dalam penelitian konseptual ini, penulis menggunakan
metode penulisan yuridis normatif.
B. Pembahasan
1. Public Goods Dan Private Goods
Untuk mengklasifikasikan dalam suatu kerangka kerja sehingga yang satu dapat
ditetapkan barang dan jasa yang bisa di-swastanisasikan (sektor swasta) dan yang mana yang
merupakan sektor publik, maka sifat barang dan jasa harus dianalisa. Ada dua dimensi
penting yang digunakan untuk mengklasifikasi jenis-jenis barang dan jasa:24
(a) Excludability. Dalam hal dimensi excludability ini mengacu pada suatu tingkat dimana
barang dan jasa (atau manfaat yang diturunkan dari barang dan jasa tersebut) dapat
dikecualikan dari para pengguna barang dan jasa yang tidak mampu membayarnya.
Dengan kata lain, excludability mengacu pada kesanggupan pemilik atau penyedia barang
dan jasa untuk mengecualikan yang lain dari penggunaan barang dan jasa pada saat
ketentuan penggunaan tidak dapat disetujui pada pemilik atau penyedia barang dan jasa.
Barang dan jasa dengan demikian dapat dikecualikan atau tidak dapat dikecualikan.
Barang dan jasa boleh dikecualikan, namun biaya pengecualian bisa tinggi dimana
pengecualian menjadi tidak layak secara ekonomi. Dalam kasus tersebut barang dan jasa
tersebut diperlakukan sebagai ”non excludable”.
24 Kraiyudht Dhiratayakinant, Privatization: An Analysis of the Concept and Its Implementation in Thailand,Policy Study No.2 (Bangkok: The Thailand Development Research Institute Foundation, 1989), hlm. 12.
7(b) Jointness in consumption. Dalam hal dimensi jointness in consumption ini mengacu pada
suatu tingkat dimana suatu barang dan jasa (atau manfaat yang diturunkan dari barang
dan jasa tersebut) harus dikonsumsi secara bersama. Apabila penggunaan atau konsumsi
barang dan jasa oleh pengguna membuatnya tidak mungkin untuk yang lainnya untuk
menggunakan barang dan jasa, maka jasa layanan tersebut dikonsumsi secara terpisah
atau secara individual. Barang dan jasa tersebut dikatakan sebagai “rivalry in
consumption”. Pada saat penggunaan barang dan jasa oleh seorang pengguna tidak secara
bersamaan menghindari penggunaan barang dan jasa yang sama atau tidak mengurangi
jumlah barang dan jasa yang digunakan oleh yang lainnya, barang dan jasa tersebut
dikatakan sebagai “jointly consumed”.
Meskipun dua dimensi tersebut di atas memperlihatkan pertentangan secara
mencolok, pada kenyataannya kebanyakan barang dan jasa masuk dalam kategori murni
“individual” dan murni “joint consumption”. Dalam dua dimensi barang dan jasa tersebut
satu dapat dibedakan dari empat tipe barang dan jasa, yaitu:25
(a) Barang dan jasa swasta (private goods): barang dan jasa swasta adalah barang dan jasa
yang murni dikonsumsi secara individu dimana pengecualian sangat mungkin - private
goods are pure individually consumed goods for which exclusion is completely feasible
(contoh: pakaian, buah apel, minuman botol soft-drink).
(b) Barang dan jasa komersial (toll goods): barang dan jasa komersial adalah barang dan jasa
yang murni dikonsumsi secara bersama dimana pengecualian sangat mungkin - toll goods
are pure jointly consumed goods for which exclusion is completely feasible (contoh: pipa
air, bioskop, taman hiburan).
(c) Barang dan jasa umum (common-pool goods): barang dan jasa umum adalah barang dan
jasa yang murni dikonsumsi secara individu dimana pengecualian adalah sangat tidak
mungkin - common pool goods are pure individually consumed goods for which exclusion
is completely infeasible (contoh: udara, ikan di sungai, gas bawah tanah).
25 Ibid., hlm. 13-14.
8(d) Barang dan jasa kolektif (collective goods): barang dan jasa kolektif adalah barang dan
jasa yang murni dikonsumsi secara bersama dimana pengecualian adalah sangat tidak
mungkin - collective goods are pure jointly consumed goods for which exclusion is
completely infeasible (contoh: pertahanan nasional, perlindungan polisi, kontrol polusi
udara).
2. Tanah Dalam Konsep UUPA
Tanah dalam konsep Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya adalah milik bangsa Indonesia, hal ini secara
tegas disebutkan dalam Pasal 1 UUPA:
1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang
bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1).
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan
ruang angkasa milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat 2).
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah
hubungan yang bersifat abadi (Pasal 1 ayat 3).
Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan yang tertinggi
dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1). Dengan
demikian Negara menguasai tanah (bukan pemilik) dan disebut sebagai Hak Menguasai
Negara (HMN). HMN tersebut memberi wewenang pada Negara untuk:
1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa.
2) Menentukan dan mengatur hubungan2 hukum antar orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa.
93) Menentukan dan mengatur hubungan2 hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Penggunaan Tanah Dalam Konteks Konsesi, Perjanjian Dan Kepemilikan
Tanah
Berdasarkan UU No. 38/ 2004 dan PP No.15/ 2005 penggunaan tanah digunakan
untuk membangun jalan tol dan fasilitasnya. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan
untuk dipergunakan untuk usaha-usaha lain seperti tempat istirahat (rest area), ruang (space)
pemasangan iklan, bahkan ruang (space) pemasangan jaringan serat optik (fiber optik) untuk
pengembangan usaha teknologi informasi. Penggunaan tanah untuk pengusahaan tersebut
diperbolehkan sepanjang merupakan sarana penunjang dalam pengusahaan jalan tol dan
memenuhi ketentuan teknik jalan tol.26
Dalam konteks konsesi, ada tiga hal pokok konsesi dalam konteks pengusahaan.
Pertama, konsesi tidak terkait dengan penjualan atau pengalihan hak milik aset secara fisik,
kecuali hanya hak untuk menggunakan aset dan mengoperasikan usaha. Kedua, kontrak
konsesi terbatas dengan periode waktu biasanya 15-30 tahun tergantung sektor dan konteks
infrastruktur. Terakhir, Pemerintah sebagai pemilik aset terlalu terlibat dan keliru dalam hal
konsesi.27
Implikasi dari konsesi adalah bahwa hak atas penghasilan selama konsesi (cash flow)
dari pengguna, sifatnya tergantung dari permintaan dan tarif serta implikasi lain adalah
kemungkinan pengakhiran kontrak oleh Pemerintah. Aset yang dapat diagunkan atau
digadaikan hanya penghasilan selama konsesi, sedangkan aset tanah, pabrik, mesin tidak
dapat diagunkan karena semua aset fisik adalah milik Pemerintah.28
26 Pasal 52 PP No. 15/ 2005. Untuk jaringan fiber optik, dalam penelitian di CMNP (Agustus 2010), pengelola
jalan tol dalam kota Jakarta tersebut telah memasang jaringan fiber optik.
27 Guasch, J. Luis., 2004, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions – Doing It Right, World Bank
Institute. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank, hlm. 30.
28 Ibid.
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Konsesi itu sendiri merupakan penetapan yang memungkinkan pemegang konsesi
(konsesionaris) mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang
pemerintahan yang memungkinkannya. Misalnya dalam membuat jalan, jembatan layang,
dan sebagainya.29 Dari dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan,
memungkinkan konsesionaris memiliki hak untuk memungut biaya (tol) atas wewenang yang
telah diberikan atas pengelolaan atas suatu hak kebendaan yang dibangun atas wewenang
tersebut. Secara teori, konsesi sebagai tindakan administrasi negara dapat berupa tindakan
administrasi negara dalam hukum publik dan dalam hukum perdata.30
Konsesi seperti yang dikatakan Van Vollenhoven adalah bilamana pihak swasta
setelah bersepakat dengan Pemerintah, melakukan “sebagian pekerjaan pemerintahan”, atau
pihak swasta yang diberi wewenang dengan beberapa syarat tertentu, bisa juga diartikan
sebagai lisensi untuk melakukan suatu pekerjaan yang tertentu luasnya, dengan tidak
memperbolehkan pihak lain untuk turut serta. Pekerjaan yang dilakukan terpaut kepentingan
umum yang dilakukan perusahaan yang tidak mungkin dilakukan pemerintahan. Konsesi juga
bisa diartikan sebagai izin, namun izin tersebut untuk kepentingan umum bukan kepentingan
pribadi.31 Oleh karena itu sebagaimana dikatakan Paul Craig, kontrak (konsesi) adalah
sebagai alat kebijakan Pemerintah (“as a tool of government policy”).32
29 Efendi, Lutfi., 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 64.
30 Nugraha, Safri. et al., 2005, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, hlm. 62-63. Pada asasnya hukum administrasi negara mengatur hubungan antara
pemerintah dan warga masyarakat sesuai dengan norma hukum tata usaha negara. Bila penyesuaiannya lebih
dapat dipenuhi dengan menggunakan hukum perdata, tidak ada salahnya digunakan. Apalagi kalau tidak tersedia
instrument hukum publik sebagai jalur alternatifnya. Dalam keadaan demikian, hukum perdatalah yang
berfungsi sebagai instrument Pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan pendapat tersebut, teori
dua jalur dan teori hukum umum (het gemene rechtsleer) dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan kedua jalur
hukum tersebut bersifat absolute. Teori dua jalur, yaitu selama menempuh jalur perdata, badan administrasi
negara tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang (harus dilihat kasus demi kasus), tidak akan terjadi
penyalahgunaan wewenang, asalkan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan
demikian, tidak ada alasan melarang badan administrasi negara untuk menempuh jalur hukum publik atau
perdata. Ajaran hukum umum yang mendukung teori Paul Scholten dan dimodifikasi Wiarda menganggap
hukum perdata sebagai hukum umum yang selalu berlaku selama tidak bertentangan atau dilarang oleh suatu
ketentuan hukum publik.
31 Prins, W.F. dan Adisapoetra, R. Kosim., 1987, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Cetakan
keenam. Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 74-77.
32 Craig, Paul. 2008, Administrative Law, Sixth Edition. London: Sweet & Maxwell, hlm. 126.
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Dalam konteks perjanjian, penggunaan tanah baik untuk pembangunan jalan tol
maupun usaha lain sepanjang untuk menunjang pengusahaan jalan tol, termasuk dalam
kategori perjanjian mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah. Objek
perjanjian adalah mengenai hak kebendaan (harta kekayaan) Pemerintah yang dimaksudkan
sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditempuhnya. Kelompok perjanjian
yang penting adalah mengenai transaksi harta tidak bergerak dengan memasukan klausula: (i)
kemungkinan penggunaan ataupun pendirian bangunan (pengaturan tata ruang), (ii) ketentuan
yang berlaku mengenai pemindahtanganan harta kekayaan negara, (iii) syarat-syarat
lingkungan hidup, (iv) ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang diberi izin
melakukan usaha sosial, (v) syarat-syarat perusahaan parkir diseluruh kota, (vi) syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh perusahaan pompa bensin, (vii) syarat-syarat yang harus dipenuhi
dan dilaksanakan pada waktunya oleh developer real estate.33
Dalam konteks pemilikan tanah oleh Pemerintah, penggunaan tanah baik untuk
pembangunan jalan tol maupun usaha lain sepanjang untuk menunjang pengusahaan jalan tol,
tidak dilandasi oleh hak atas tanah, melainkan berdasarkan hak konsesi yang diberikan
Pemerintah.34 Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apakah penggunaan tanah
tersebut tidak memerlukan landasan hak atas tanah.35
33 Ibid, 69-72.
34 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari Nomor: 191/PPJT/V/Mn/2006 Tanggal 29 Mei
2006 antara PT Citra Waspphutowa dan Pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum. Pasal 2.1 Perjanjian,
menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan hak konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha jalan tol.
Pasal 2.2 Perjanjian, menyebutkan bahwa lingkup pengusahaan jalan tol adalah pendanaan, perencanaan teknik,
konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
35 Santoso, Urip. 2009, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, cetakan ke-5. Jakarta: Kencana, hlm. 89-90.
Santoso menjelaskan bahwa, hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA tidak
bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak kemungkinan
lahirnya hak atas tanah baru yan diatur secara khusus dengan undang-undang. Dari segi asal tanahnya, hak atas
tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: (1) hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang
berasal dari tanah negara (macamnya adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara,
hak pakai atas tanah negara), (2) hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang berasal dari
tanah pihak lain (macamnya adalah: hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas
tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk
bangunan, hak gadai/ gadai tanah, hak usaha bagi hasil/ perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa
tanah pertanian.
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4. Penggunaan Tanah Pemerintah Oleh Swasta
Dalam membangun fisik infrastruktur jalan tol oleh swasta dalam KPS model kontrak
BOT, investor swasta menggunakan tanah Pemerintah (aset Pemerintah).36 Penggunaan tanah
Pemerintah dalam model kontrak BOT adalah selama masa konsesi, investor swasta selain
membangun jalan tol dan mengoperasikanya selama masa konsesi dengan hak pendapatan
tol, juga melakukan usaha lain sperti menyewakan ruang milik jalan untuk pemasangan iklan,
membuat rest area (tempat istirahat) bahkan membuat jaringan fiber optic.37
Pemerintah termasuk juga provinsi, kota dan kabupaten berdasarkan hukum publik
adalah merupakan badan hukum publik. Badan hukum publik dapat mempunyai hak milik,
termasuk kemungkinan menyewakan, menjual dan membeli tanah. Oleh karena itu, badan
hukum publik bila mempunyai hak atas tanah apapun jenisnya, jenis haknya dapat
dikelompokkan dalam hak milik publik.38
Objek hak milik publik terdiri dari tanah-tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan
badan hukum publik dan bagi kepentingan umum. Dalam hal ini maka:39
a. Terhadap hak milik publik yang diperuntukkan untuk kepentingan umum (publiek
domein) tidak dapat diadakan perjanjian pembuatan hukum apapun bentuknya (dijual,
disewakan ataupun dialihkan). Pada prinsipnya, hak milik publik (publiek domein)
dapat diadakan pembatasan, yaitu:
1) Penggunaan dan pemanfaatan terbuka untuk umum, seperti jalan umum.
2) Tidak dapat disewakan, dialihkan atau diperjualbelikan.
3) Diperoleh dari hasil pembelian dari tanah individu yang anggarannya berasal dari
APBN.
4) Dalam proses penggunaan dan pemanfaatan, Pemerintah hanya dapat menarik
distribusi atau pajak dari pengguna atau pemanfaatannya.
b. Terhadap hak milik publik untuk kepentingan badan hukum publik (privaat domein)
dapat dilakukan perbuatan hukum seperti halnya hak milik individu atas tanah.
Pembatasan-pembatasan hak milik publik untuk kepentingan badan hukum publik
(privaat domein) ini adalah:
36 Pasal 60 UU No. 38/ 2004.37 Pasal 52 PP 15/ 2005.
38 Noor, Aslan. 2006, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia –Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi
Manusia, cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, hlm. 320-321.
39 Ibid.
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1) Penggunaan dan pemanfaatannya adalah secara khusus yang hanya digunakan
untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, seperti gedung-gedung departemen
(kementerian) dan non departemen atau instansi Pemerintah.
2) Terhadap tanah tersebut dapat dialihkan, disewakan atau dijual asal seijin
Pemerintah.
3) Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan APBN yang penggunaannya
untuk kepentingan pelayanan umum pemerintahan bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks KPS model kontrak BOT dimana tanah digunakan oleh swasta selama
masa konsesi baik untuk pembangunan dan pengoperasian jalan tol maupun untuk usaha-
usaha lain oleh investor swasta, agak sulit untuk mengkategorikan tanah tersebut apakah
sebagai hak milik publik yang diperuntukkan untuk kepentingan umum (publiek domein) atau
hak milik publik untuk kepentingan badan hukum publik (privaat domein).
Penulis berpendapat penggunaan tanah Pemerintah oleh swasta selama masa konsesi
dengan memberikan HP di atas HPL masuk dalam kategori hak milik pribadi (private)
selama masa konsesi. Hal ini mengacu pada Pasal 570 KUHPerdata yang menyatakan
penguasaan dan penggunaan suatu benda dengan sebebas bebasnya (dalam arti dapat
dialihkan, dibebankan, sewa dan lain-lain).40 Sedangkan benda dalam ini mengacu pada Pasal
499 KUHPerdata adalah tiap-tiap hak selain daripada tiap-tiap barang.41
5. Aspek Penggunaan Tanah KPS Model Kontrak Bot Jalan Tol Swasta
KPS merupakan suatu kerjasama antara Pemerintah dan swasta dimana swasta
menjalankan fungsi Pemerintah untuk periode tertentu (konsesi) dengan imbalan kompensasi
atas pelaksanaan fungsi tersebut dan tanggungjawab atas risiko-risiko yang timbul dari
pelaksanaan fungsi tersebut, dan Pemerintah mengalihkan (transferred) atau menyediakan
(made available) atas fasilitas publik, tanah atau sumber lainnya.42 Dalam Perpres 13/ 2010,
40 Pasal 570 KUHPerdata.
41 Pasal 499 KUHPerdata.
42 Praptono Djunaedi. Mengutip pendapat William J. Parente.
Lihat: http://www.fiscal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/artikel_PPP_prap.pdf. 12/06/2008 11:47. Praptono
Djunaedi, “Implementasi Public-Private Partnership dan Dampaknya ke APBN”. Dalam tulisannya, Praptono
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Pemerintah menyediakan tanah dalam bentuk dukungan Pemerintah dalam pengadaan tanah
sebelum proses pengadaan badan usaha.43
Dalam konteks BOT, swasta membangun jalan tol diatas tanah yang disediakan oleh
Pemerintah, jalan tol tersebut sebagai infrastruktur berdasarkan UU No. 38/ 2004 merupakan
jalan dan jalan tersebut adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/
atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.44
Selain untuk keperluan badan jalan, tanah di ruang milik jalan tol,45 di luar manfaat
jalan tol,46 dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan, sepanjang hal ini masih
merupakan sarana penunjang dalam pengusahaan jalan tol dan memenuhi ketentuan teknik
jalan tol. Pengusahaan tanah tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha jalan tol dengan
pihak lain atas persetujuan BPJT.47
Djunaedi mencoba memberikan pengertian dari KPS atau yang merupakan terjemahan dari Public Private
Partnership (PPP)dengan mengutip pendapat William J. Parente dari USAID Environmental Services Program,
yang mendefinisikan PPP tersebut sebagai:“an agreement or contract, between a public entity and a private
party, under which: (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the
private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is
liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources
may be transferred or made available to the private party”. Keppres No.7/1998 ini telah beberapa kali direvisi,
pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur, tanggal 9 November 2005 (Perpres No. 67/2005), dan terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur, tanggal 28 Januari
2010 (Perpres No. 13/2010).
43 Pasal 17 A butir 3 dan butir 6 Perpres 13/ 2010.
44 UU No. 38/ 2004 Pasal 1 butir (4). Khusus untuk infrastruktur jalan tol, memiliki syarat teknis dan spesifikasi
tertentu, dan juga tersedianya sarana komunikasi dan sarana deteksi untuk pertolongan, untuk jalan tol antar kota
harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol, serta standar pelayanan
minimum yang mencakup kondisi jalan tol,kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan
(lihat Pasal 5, 6, 7 dan 8 PP No. 15/ 2005).
45 Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU No. 38/ 2004. Ruang milik jalan (right of way) adalah sejalur tanah tertentu
di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas
ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara
lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yanag akan datang.
46 Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 38/ 2004. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan
untuk konstruksi jalan dan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Badan
jalanmeliputi, jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.
Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk
mengamankan bangunan jalan.
47 Pasal 52 PP No. 15/2005.
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Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha
dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.48 Status tanah tersebut
dengan demikian dapat merupakan milik swasta dan dapat merupakan milik Pemerintah.
Dalam hal status tanah milik Pemerintah maka dalam hal ini kementerian Keuangan adalah
sebagai pengelola barang milik Negara,49 yang diserahkan pada instansi Pemerintah yang
mengelola infrastruktur perkeretaapian. Dalam hal infrastruktur jalan tol maka instansi
tersebut adalah Direktorat Bina Marga Kementerian PU sebagai kuasa pengguna barang milik
Negara.50
Tanah tersebut dalam status milik Pemerintah (termasuk setiap bangunan dan
perlengkapan yang ada diatasnya) tidak dapat diagunkan oleh badan usaha seperti perusahaan
jalan tol untuk alasan apapun juga. Hak yang diberikan dalam PPJT kepada perusahaan jalan
tol (badan usaha) tidak berarti badan usaha mempunyai hak kepemilikan atau kepentingan
atas tanah.51 Sebagai barang milik Negara,52 selama jangka waktu pengoperasian, mitra
kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik Negara yang
menjadi objek kerjasama pemanfaatan.53
Pemanfaatan tanah milik Pemerintah tidak mengubah status kepemilikan barang milik
Negara. Sebagai barang milik Negara, tanah tersebut dapat digunakan pihak lain sepanjang
48 Ibid. Pasal 86.
49 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, tanggal 4 September
2007.
50 Ibid. Pasal 3 ayat (4).
51 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok–Antasari Nomor: 191/PPJT/V/Mn/2006 Tanggal 29 Mei 2006
antara PT Citra Waspphutowa dan Pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum, Pasal 4.6.
52 Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4855 (PP No. 38/ 2008). Barang
milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
53 Pasal 26 butir (f) PP No. 38/ 2008.
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menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga Pemerintah.
Pemanfaatan barang milik Negara hanya dilakukan dalam bentuk:54
a. Sewa;
b. Pinjam pakai;
c. Kerjasama pemanfaatan;
d. Bangun guna serah (BOT)55 dan bangun serah guna (BTO);
Dalam hal pemindahtanganan barang milik Negara atau pengalihan kepemilikan
merupakan tindaklanjut dari penghapusan, yaitu dengan cara: dijual, dipertukarkan,
dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah.56 Setiap pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik Negara harus dengan persetujuan Menteri Keuangan atau
Presiden atas ususl Menteri Keuangan.57
Dalam hukum tanah negara-negara yang menggunakan apa yang disebut ”asas
accessie” atau ”asas perlekatan”, bangunan dan tanaman yang ada di atas, dan merupakan
satu kesatuan dengan tanah, merupakan ”bagian” dari tanah yang bersangkutan. Maka hak
atas tanah dengan sendirinya, karena hukum, meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman
yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang
membangun atau menanamnya. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya, karena
hukum, meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di atasnya.58
54 Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, tanggal 4
September 2007, Pasal 5.
55 Pasal 1 butir (12) PP No. 38/ 2008. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/ daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
waktu.
56 Ibid, Pasal 10.
57 Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-25/MK1994 tanggal 6 Juni 1994 Perihal: Pemindahtanganan
dan Pemanfaatan Kekayaan Negara/BUMN.
58 Harsono, Boedi. 1997, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
dan Pelaksanaannya, Jilid 1 - Hukum Tanah Nasional, cetakan ketujuh (edisi revisi). Jakarta: Djambatan, hlm.
19. Mengutip Pasal 500 dan Pasal 571 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini adalah tanah hak
barat, tanah dan bangunan tunduk pada hukum yang sama, yaitu hukum dari tanahnya (lihat: Perangin, Efendi.
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Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah milik yang empunya
atau yang memiliki tanah. Namun, hukum tanah negara Indonesia menggunakan asas hukum
adat,59 yang disebut ”asas pemisahan horisontal” (dalam bahasa belanda disebut horizontale
scheiding). Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Maka hak atas tanah
tidak  dengan  sendirinya  meliputi  pemilikan  bangunan  dan  tanaman  yang  ada  diatasnya.
Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan
tanamannya, maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan
dilakukannya perbuatan hukum bersangkutan.60
Infratruktur jalan tol berdasarkan UU No. 38/ 2004 mendefiniskan jalan tol sebagai
bagian sistem jaringan jalan, dan jalan terebut didefinisikan sebagai:61
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel kereta
api, jalan lori, dan jalan kabel.
Dalam praktik pelaksanaan pengusahaan jalan tol, tanah yang telah dibebaskan
tersebut secara  hukum  dimiliki  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  PU  qq
Direktorat  Bina Marga.62 Pada waktu akan dilaksanakan pembangunan jalan tol (konstruksi)
oleh investor swasta dibuatkan suatu dokumen berita acara serah terima tanah secara fisik
untuk membangun ruas jalan tol antara investor swasta dan Pemerintah qq Kementerian PU
qq Direktorat Bina Marga. Setelah selesai konstruksi pembangunan maka tanah tersebut
Hukum Agraria Di Indonesia – Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali, 1986,
92).
59 Saptomo, Ade., 2010, Hukum & Kearifan Lokal – Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia,hlm. 84. Dalam teori dan konsep pluralisme hukum dijelaskan bahwa jika hukum Negara
dan hukum lokal berinteraksi di dalam lokal sosial dan kepentingan sama (one social-interest field) diduga
melahirkan lima kemungkinan: (a) integrasi (integration), yaitu penggabungan hukum negara dan hukum lokal;
(b) inkoorporasi (incoorporation), yaitu penggabungan sebagian hukum Negara ke dalam hukum adat atau
sebaliknya; (c) kompetisi (competition), yaitu hukum Negara dan hukum lokal berjalan mengatur sendiri-
sendiri; (d) konflik (conflict), yaitu hukum Negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; dan (e)
penghindaran (avoidance), yaitu salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain.
60 Ibid.
61 UU No. 38/ 2004 Pasal 1 butir 4.
62 Ibid., Pasal 60.
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diserahkan kembali kepada Pemerintah qq Kementerian PU qq Direktorat Bina Marga
dengan suatu dokumen berita acara serah terima tanah secara fisik. Tanah tersebut dalam
praktik pengusahaan jalan tol diserahkan secara fisik oleh Pemerintah qq Kementerian PU qq
Direktorat Bina Marga kepada Pemerintah Daerah setempat untuk pelihara.
Dengan demikian terlihat bahwa infrastruktur jalan tol di Indonesia menjalankan asas
pemisahan horisontal. Namun dalam UU No. 38/ 2004 masih belum jelas diatur secara rinci
mengenai status dan penggunaan bagian-bagian jalan dan hubungan hukumnya dengan
infrastruktur jalan yang berada di atasnya terkait dengan asas pemisahan horisontal
sebagaimana terebut di atas. UU No. 38/ 2004 hanya membedakan bagian-bagian jalan yang
meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.63
Dalam peraturan perundang-undangan jalan tol Indonesia dengan model kontrak
BOT, tidak memberikan hak atas tanah bagi pemegang konsesi jalan tol.64 Tanah yang sudah
dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan
sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
pertanahan.65 Undang-undang yang ada tidak menyebut secara tegas bentuk sertifikat hak atas
tanah yang dimiliki Pemerintah.66
Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan tol, pemegang konsesi berhak
menggunakan bangunan infrastruktur jalan tol tersebut selama masa konsesi, selain hak
konsesi yang merupakan hak pengusahaan atas infrastruktur selama masa konsesi untuk
memungut tol. Hak atas tanah dalam penggunaan tanah menurut Penulis berbeda dengan hak
konsesi dalam KPS model kontrak BOT. Hak atas tanah merupakan hak atas tanah yang
diatur oleh UUPA seperti HM, HGB, HGU, HP, dan sebagainya. Hak atas tanah adalah hak
63 Ibid., Pasal 11.
64 Penjelasan Pasal 19 ayat (2) PP No. 25/ 2005.
65 Pasal 60 UU No. 38/ 2004.
66 Dalam penelitian wawancara (dengan Bu Juli) di bagian perundang-undangan 1 Kementerian PU tanggal 4
Agustus 2010, sertifikat tersebut adalah Hak Pakai atas nama kementerian Keuangan namun untuk
pembangunan jalan tol sertifikat terebut sampai sekarang (saat penulisan ini) masih dalam proses. Kementerian
PU hanya sebagai kuasa pengguna barang milik Negera.
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yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah, tubuh bumi,
dan air, serta ruang di atas tanah tersebut sekadar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan UUPA dan peraturan lain
yang lebih tinggi.67
Hak atas tanah, sebagai contoh HP misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1)
UUPA adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung
dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban
yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya.68
Hak konsesi dalam KPS model kontrak BOT yang diberikan Negara kepada
pemegang konsesi (antara 25 tahun sampai 35 tahun) haruslah sinkron dengan jangka waktu
hak atas tanah. Hak konsesi dalam KPS model kontrak BOT tersebut dalam konteks
pembangunan infrastruktur jalan tol dengan demikian berada diatas tanah yang telah dimiliki
oleh Negara sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan jalan tol.69
Hak konsesi dalam konteks kontrak BOT menurut pendapat Penulis juga memberikan
hak atas tanah untuk membangun dan menggunakan jalan tol. Penulis melihat selama masa
konsesi atau sebelum infrastruktur jalan tol yang dibangun investor swasta diserahkan kepada
Pemerintah pada akhir masa konsesi, maka investor swasta telah melakukan perbuatan
hukum yang sama dengan perbuatan hukum menggunakan hak atas tanah. Berdasarkan
kontrak BOT investor mempunyai hak untuk membangun jalan tol berserta fasilitas-fasilitas
penunjangnya, juga mempunyai hak untuk menggunakan bangunan jalan tol berserta
67 Pasal 4 ayat 2 UUPA.
68 Maria S.W. Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, edisi revisi,
cetakan ke-VI, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 119-120. Wewenang dan kewajiban HP ditentukan dalam
surat keputusan pemberian haknya atau perjanjian dengan pemiliknya.
69 Pasal 60 UU No. 38/ 2004. Dalam penelitian yang dilakukan di kementerian PU bagian perundang-undangan I
Biro Hukum, jalan tol berada di atas tanah Hak Pakai (HP) atas nama Kementerian Keuangan sebagai barang
milik Negara.
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fasilitas-fasilitas penunjangnya serta menggunakan haknya untuk memungut hasil
pengelolaan jalan tol berupa hasil pendapatan penggunaan dari pengguna jalan tol.
6. Kesimpulan
Dari pendekatan ini jalan tol berdasarkan UU No. 13/ 1980 merupakan barang dan
jasa umum (common-pool goods) yang bergerser kearah barang dan jasa komersial (toll
goods). Namun karena UUD 1945 tidak mengenal klasifikasi barang dan jasa seperti ini,
maka secara substansial jalan tol masuk dalam kategori “toll goods” yang tidak dikenal dalam
UUD 1945. Hal ini dengan pertimbangan bahwa jalan tol merupakan barang dan jasa umum
yang pemakaiannya secara bersama-sama dan dibedakan dari barang dan jasa swasta dimana
pemakaiannya secara individu.
Secara teoritis konsep KPS model kontrak BOT atas infrastruktur yang dikelola
swasta selama masa konsesi adalah private goods. Oleh karena infrastruktur jalan tol
berdasarkan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara, maka infrastruktur jalan tol
masuk dalam kategori public goods. Maka harus dibuat suatu struktur hukum dimana
infrastruktur jalan tol yang dikelola swasta berdasarkan KPS model kontrak BOT adalah
private goods namun tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945.
Struktur hukum yang perlu dicoba usulkan adalah memberikan Hak Pakai (HP)
kepada investor diatas Hak Pengelolaan (HPL) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI
sebagai instansi Pemerintah yang mengelola HPL. Struktur hukum ini akan memposisikan
status infrastruktur jalan tol sebagai private goods namun berdimensi publik. Status tersebut
tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 karena Pemerintah masih memiliki
perannya dalam melakukan pengawasan dan pengaturan dalam HPL.
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Berdasarkan hal ini perlu adanya peran para ahli hukum yang sangat menguasai
masalah-masalah hukum kontrak dan hukum pertanahan, yaitu untuk memberikan masukan-
masukan dalam hal:
1. Pemerintah dapat melakukan penerapan hukum (legal transplant) yang berkembang di
Inggris, Perancis dan Amerika Serikat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Untuk itu dibutuhkan suatu keahlian regulasi yang baik, dimana politik hukum dapat
mengacu pada teori hukum, refleksi teoritis intelektual dan filosofis dari substansi
masalahnya. Jadi perlu dikaji lebih dalam lagi untuk membentuk UU BOT di Indonesia.
2. Pemerintah dapat mempertegas status HPL dengan membentuk undang-undang tentang
HPL (UU HPL) sebagai hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 ayat 1 UUPA sehingga
akan memperkuat struktur hukum HP diatas HPL sebagai private goods namun
berdimensi publik.
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